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PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2006 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

. bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan

dalam sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan upaya
yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bernegara dan
berotonomi daerah yang dilakukan secara bertahap dan
berkesinambungan;

. bahwa penyusunan perencanaan pembangunan daerah disusun

secara berjangka berdasarkan kewenangan daerah;

. bahwa salah satu perencanaan pembangunan daerah yang disusun

secara berjangka sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas adalah
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk jangka waktu
20 (dua puluh) tahun berdasarkan ketentuan Pasal 150 Ayat (3) huruf a
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a, b dan c di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Jeneponto tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026;



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Rl Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3501);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LNRI Nomor
3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Rl Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4421);

9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4437);

10.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dangan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4438);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tatacara
Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 3866);

12.Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom



(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan LNRI Nomor
3952);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4575);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2003 Nomor
86);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah
Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 123);

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

Menetapkan :

dan
BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG (RPJP) KABUPATEN
JENEPONTO TAHUN 2006 — 2026.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto;

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto bersama Perangkat Daerah Otonom yang

lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;



c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD
adalah RPJP Kabupaten Jeneponto dan merupakan dokumen perencanaan Kabupaten

Jeneponto untuk periode 20 (dua puluh) tahun;

e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPIJMD
adalah RPJM Kabupaten Jeneponto dan merupakan dokumen perencanaan Kabupaten

Jeneponto untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB I
PENETAPAN RPJP DAERAH

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan RPJP Kabupaten Jeneponto yang memuat
Visi, Misi dan Arah Pembangunan Kabupaten Jeneponto untuk jangka waktu 20 (dua

puluh) tahun;

(2) RPJP Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tertuang dalam

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJP Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman
penyusunan RPJM Kabupaten Jeneponto yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala

Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.



BAB Il
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

DITETAPKAN DI : JENEPONTO
PADA TANGGAL : 12 JUNI 2006

BUPATI JENEPONTO
ttd.

Drs. H. RADJAMILO, MP.

DIUNDANGKAN DI : JENEPONTO
PADA TANGGAL  : 12 JUNI 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO

ttd
Drs. H. IKSAN ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2006 NOMOR 151

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto

ttd
ABDUL MALIK, SH.

Pangkat : Pembina
NIP : 010 079 429




